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Urusan Kebudayaan dan Pariwisata formal maupun non formal. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Penjelasan Umum 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menangani Urusan 

Kebudayaan, dan Urusan Pariwisata di Kabupaten Cirebon. Berikut 

merupakan gambaran umum terkait Kebudayaan dan Pariwisata di 

Kabupaten Cirebon. 

Kondisi Kebudayaan Di Kabupaten Cirebon 

Uraian Jumlah Keterangan 

Kampung Tematik Budaya  4 1. Desa Jatiseeng Kec. Ciledug 
(Makanan : Tahu Gejrot) 

2. Desa Tuk Kec. Kedawung (Makanan : 
Emping Melinjo) 

3. Desa Bandengan Kec. Mundu 
(Makanan : Terasi) 

4. Desa Bakung Kidul (Makanan : Tape 
Bakung) 

Cagar Budaya yang sudah ditetapkan 5 1. Situs Kompleks Pangeran Raja 
Muhammad (Mundu) 

2. Kompleks Makam Pangeran Brata 
Kelana (Mundu) 

3. Masjid Gamel (Plered) 
4. Gedung Eks Kawedanaan 

(Lemahabang) 
5. Pabrik Gula Karangsuwung 

(Karangsembung) 

Museum 3 1. Museum Cakrabuana di Sumber 
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kab. Cirebon) 

2. Museum Pesarean di Gegunung 
Sumber  

3. Museum Arkeolog di Karangwareng  

Sanggar Seni 351 Daftar Terlampir 

Tempat Pementasan Seni 4 1. Gedung Kesenian Gegesik 
2. Museum Cakrabuana 
3. Gedung Kreatif 
4. GOR Ranggajati Sumber 

Warisan Budaya tak Benda (WBtB)  1. Empal Gentong 
2. Tahu Gejrot 
3. Krupuk Mlarat 
4. Nadran 
5. Memayu Buyut Trusmi 
6. Syawalan Gunungjati 
7. Muludan Tuk Kedawaung 
8. Adus Sumur Pitu 
9. Pengantin Tebu Cirebon 
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Kondisi Pariwisata Di Kabupaten Cirebon 

Uraian  Jumlah 
Kamar 

Jumlah 
Tempat 
Tidur 

Okupansi (%) 

Jumlah Wisatawan  1.097.029    

Jumlah Obyek Wisata 30    

Hotel Bintang 5 -    

Hotel Bintang 4 2 368 368 53,11 

Hotel Bintang 3 4 271 271 30,64 

Hotel Bintang 2 3 187 187 18,77 

Hotel Bintang 1 1 31 31 16,23 

Penginapan, Losmen dsj. Non Bintang 379 379 19,03 

 

(1) Rincian Perangkat Daerah dan Dasar Hukum Pembentukan 
Perangkat Daerah 

Berikut dasar hukum pembentukan perangkat daerah. 

NO NAMA PERANGKAT DAERAH DASAR HUKUM 

1 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Cirebon 

1. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan 
Dan Pariwisata; 

2. Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang 
Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata; 

3. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2023 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata.  

 

(2) Rincian Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara 

pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Berikut rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan 

Pemerintahan  pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 

NO 
NAMA 

PERANGKAT 
DAERAH 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

RINCIAN ASN DAN NON-ASN 

TOTAL 
STRUKTURAL FUNGSIONAL PELAKSANA NON-

ASN 

1 Dinas 
Kebudayaan 
dan 
Pariwisata 

Urusan Penunjang 
Pemerintahan 
Daerah 

3 1 3 9 16 

Bidang Kebudayaan 1 1 4 4 10 

Bidang Destinasi 
dan Industri 
Pariwisata 

1 2 2 2 7 

Bidang Promosi dan 
Ekonomi Kreatif 
Pariwisata 

1 4 1 5 11 
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(3) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pada Tahun Anggaran 2024, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Cirebon mengelola anggaran yang berasal dari APBD 

Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 13.142.933.000,00 dengan 

realisasi sejumlah Rp. 12.728.331.986,00 atau 96,85%. 

Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah 

Rp.414.601.014,00. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran 

yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun 

Anggaran 2024. 

Tabel. Pendapatan dan Belanja 

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI % 

5. BELANJA DAERAH Rp. 13.142.933.000,00 Rp. 12.728.331.986,00 96,85 

5.1. BELANJA OPERASI Rp. 13.027.841.000,00 Rp. 12.613.239.986,00 96,82 

5.1.01. Belanja Pegawai Rp. 4.684.926.500,00 Rp. 4.414.105.777,00 94,22 

5.1.02. Belanja Barang dan 
Jasa 

Rp. 8.342.914.500,00 Rp. 8.342.914.500,00 98,28 

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.038.879.800,00 Rp. 1.034.317.640,00 99,56 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai 
Habis 

Rp. 1.038.879.800,00 Rp. 1.034.317.640,00 99,56 

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.241.961.900,00 Rp. 6.241.961.900,00 98,10 

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.436.656.700,00 Rp. 2.359.221.033,00 96,82 

5.1.02.02.02 Belanja Iuran 
Jaminan/Asuransi 

Rp. 27.877.200,00 Rp. 26.381.310,00 94,63 

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan 
dan Mesin 

Rp. 559.465.600,00 Rp. 557.070.160,00 99,57 

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung 
dan Bangunan 

Rp. 66.800.000,00 Rp. 59.956.000,00 89,75 

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi 
Konstruksi 

Rp. 110.000.000,00 Rp. 107.864.200,00 98,06 

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi 
Non Konstruksi 

Rp. 2.962.037.400,00 Rp. 2.933.592.699,00 99,04 

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, 
Sosialisasi, Bimbingan 
Teknis serta Pendidikan 
dan Pelatihan 

Rp. 79.125.000,00 Rp. 79.125.000,00 100 

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 311.130.000,00 Rp. 308.880.696,00 99,28 

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

Rp. 61.780.000,00 Rp. 61.780.000,00 100 

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan 
Gedung dan Bangunan 

Rp. 249.350.000,00 Rp. 247.100.696,00 99,10 

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 679.692.800,00 Rp. 661.475.471,00 97,32 

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau 
Jasa untuk Diberikan 
kepada Pihak 
Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 

Rp. 71.250.000,00 Rp. 71.250.000,00 100 

5.2. BELANJA MODAL Rp. 115.092.000,00 Rp. 115.092.000,00 100 

5.2.02. Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

Rp. 115.092.000,00 Rp. 115.092.000,00 100 

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor 
dan Rumah Tangga 

Rp. 77.114.000,00 Rp. 77.114.000,00 100 

5.2.02.06 Belanja Modal Alat 
Studio, Komunikasi, dan 
Pemancar 

Rp. 18.400.000,00 Rp. 18.400.000,00 100 

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 19.578.000,00 Rp. 19.578.000,00 100 

 
Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten 

Cirebon, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh  

Anggaran yang berasal dari APBN dengan rincian anggaran 

sebagai berikut. 
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Tabel. Anggaran APBN  

NO 
SUMBER 

ANGGARAN 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
SISA 
(%) 

% KET 

1 APBN      

1.1 Kementerian 
Pariwisata 
dan Ekonomi 
Kreatif 

1.400.000.000 1.399.125.500 0,99 99,93  

 

(4) Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan/ 
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan/ Fungsi 
Pengawasan/ Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan 
 

NO 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

NAMA 
PROGRAM 

ALOKASI 
ANGGARAN 

BELANJA (Rp) 

REALISASI 
BELANJA (Rp) 

% 

1 NON BIDANG 
URUSAN 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHA
N DAERAH 
KABUPATEN/K
OTA 

6.071.380.100 5.730.445.840 94.38 

2 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KEBUDAYAAN 

PROGRAM 
PENGEMBANG
AN 
KEBUDAYAAN 

1.512.900.600 1.512.900.600 98.80 

  PROGRAM 
PENGEMBANG
AN 
KESENIAN 
TRADISIONAL 

1.967.186.700 1.947.806.912 99.01 

  PROGRAM 
PELESTARIAN 
DAN 
PENGELOLAAN 
CAGAR 
BUDAYA 

103.397.300 99.372.300 96.11 

  PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERMUSEUMA
N 

722.114.600 722.114.300 100 

3 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PARIWISATA 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DAYA TARIK 
DESTINASI 
PARIWISATA 

592.929.800 584.131.011 98.52 

  PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

1.234.496.800 1.220.534.200 98.87 

  PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

184.967.400 182.878.800 98.87 

  PROGRAM 
PENGEMBANG
AN SUMBER 
DAYA 
PARIWISATA 
DAN EKONOMI 
KREATIF 

753.559.700 746.347.840 99.04 
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II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari  

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. 

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat 

data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan 

indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. 

(1) Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran atau Output pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berdasarkan 

urusan wajib dan pilihan terlampir. 

 

(2) Indikator Kinerja Kunci Hasil 

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil atau Outcome pada 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon urusan Bidang 

Kebudayaan dan Urusan Bidang Pariwisata terlampir 

 

(3) Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil atau Outcome Dinas/Badan 

berdasarkan fungsi penunjang urusan pemerintahan terlampir. 

 

2.1 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 

(1) Capaian Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1.1 Terwujudnya kinerja aparatur Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata yang 
profesional dan kompeten 

Tingkat pencapaian 
kinerja aparatur dan 
kualitas pelayanan pada 
Disbudpar 

Prosen 100 

1.1.01 Meningkatnya kinerja aparatur dan 
kualitas pelayanan Disbudpar 

Peningkatan kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan publik di 
Disbudpar 

Prosen 76,50 

1.2 Melestarikan budaya daerah Prosentase Penambahan 
budaya daerah yang 
dilestarikan 

Prosen 86 

1.2.01 Meningkatnya Pelestarian budaya Jumlah kampung tematik Kawasan 3 
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NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

budaya 

2.1 Meningkatkan kontribusi sektor 
pariwisata terhadap PDRB dan PAD 

Kontribusi sektor 
pariwisata terhadap PDRB 

Prosen 4,00 

Kontribusi sektor 
pariwisata terhadap PAD 

Prosen 4,66 

2.1.1 Berkembangnya sektor wisata 
unggulan 

Prosentase peningkatan 
jumlah kunjungan 
wisatawan 

Prosen 10 

2.1.2 Meningkatnya nilai tambah ekonomi 
kreatif 

Nilai Produksi Ekonomi 
Kreatif 

Rupiah 250.000.000 

 

(2) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target 

Perjanjian Kinerja 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TAHUN 2024 CAPAIAN 
(%) TARGET REALISASI 

1.1 Terwujudnya kinerja 
aparatur Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata yang 
profesional dan 
kompeten 

Tingkat 
pencapaian 
kinerja aparatur 
dan kualitas 
pelayanan pada 
Disbudpar 

Prosen 100 100 100 

1.1.01 Meningkatnya kinerja 
aparatur dan kualitas 
pelayanan Disbudpar 

Peningkatan 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
publik di 
Disbudpar 

Prosen 76,50 83,94 109,72 

1.2 Melestarikan budaya 
daerah 

Prosentase 
Penambahan 
budaya daerah 
yang 
dilestarikan 

Prosen 86 86 100 

1.2.01 Meningkatnya 
Pelestarian budaya 

Jumlah 
kampung 
tematik budaya 

Kawasan 3 3 100 

2.1 Meningkatkan 
kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PDRB dan PAD 

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap PDRB 

Prosen 4,00   

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap PAD 

Prosen 4,66 6,1601 132,191 

2.1.1 Berkembangnya 
sektor wisata 
unggulan 

Prosentase 
peningkatan 
jumlah 
kunjungan 
wisatawan 

Prosen 10 13 130 

 

 

(3) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun 

Sebelumnya 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

REALISASI 
BERTAMBAH/ 
BERKURANG 

TAHUN 
2023 

TAHUN 
2024 

1.1 Terwujudnya kinerja 
aparatur Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata yang 
profesional dan 
kompeten 

Tingkat 
pencapaian 
kinerja 
aparatur dan 
kualitas 
pelayanan 
pada 
Disbudpar 

Prosen 100 100  

1.1.01 Meningkatnya kinerja 
aparatur dan kualitas 
pelayanan Disbudpar 

Peningkatan 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
publik di 
Disbudpar 

Prosen 82,73 83,94 Bertambah 

1.2 Melestarikan budaya 
daerah 

Prosentase 
Penambahan 

Prosen 84,15 86 Bertambah 
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NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

REALISASI 
BERTAMBAH/ 
BERKURANG 

TAHUN 
2023 

TAHUN 
2024 

budaya daerah 
yang 
dilestarikan 

1.2.01 Meningkatnya 
Pelestarian budaya 

Jumlah 
kampung 
tematik budaya 

Kawasan 2 3 Bertambah 

2.1 Meningkatkan 
kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PDRB dan PAD 

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap 
PDRB 

Prosen 3,39   

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap PAD 

Prosen 5,31 6,1601 Bertambah 

2.1.1 Berkembangnya sektor 
wisata unggulan 

Prosentase 
peningkatan 
jumlah 
kunjungan 
wisatawan 

Prosen 40 13 Berkurang 

 

(4) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target 

RPJMD 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 
RPJMD 
TAHUN 

2024 

REALISASI 
TAHUN 

2024 

% 

1.1 Terwujudnya kinerja 
aparatur Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata yang 
profesional dan 
kompeten 

Tingkat pencapaian 
kinerja aparatur dan 
kualitas pelayanan 
pada Disbudpar 

Prosen 100 100 100 

1.1.01 Meningkatnya kinerja 
aparatur dan kualitas 
pelayanan Disbudpar 

Peningkatan 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap pelayanan 
publik di Disbudpar 

Prosen 76,50 83,94 109,72 

1.2 Melestarikan budaya 
daerah 

Prosentase 
Penambahan 
budaya daerah yang 
dilestarikan 

Prosen 86 86 100 

1.2.01 Meningkatnya 
Pelestarian budaya 

Jumlah kampung 
tematik budaya 

Kawasan 3 3 100 

2.1 Meningkatkan 
kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PDRB dan PAD 

Kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PDRB 

Prosen 4   

Kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PAD 

Prosen 4,66 6,1601 132,191 

2.1.1 Berkembangnya sektor 
wisata unggulan 

Prosentase 
peningkatan jumlah 
kunjungan 
wisatawan 

Prosen 10 13 130 

 

(5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan 

dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

% 
CAPAIAN 
KINERJA  

% 
PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

1.1 Terwujudnya kinerja 
aparatur Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata yang profesional 
dan kompeten 

Tingkat pencapaian 
kinerja aparatur dan 
kualitas pelayanan 
pada Disbudpar 

100 91,30 0,70 

1.1.01 Meningkatnya kinerja 
aparatur dan kualitas 
pelayanan Disbudpar 

Peningkatan 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap pelayanan 
publik di Disbudpar 

109,72 94,38 15,34 

1.2 Melestarikan budaya 
daerah 

Prosentase 
Penambahan 

100 97,50 2,50 
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NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

% 
CAPAIAN 
KINERJA  

% 
PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

budaya daerah yang 
dilestarikan 

1.2.01 Meningkatnya Pelestarian 
budaya 

Jumlah kampung 
tematik budaya 

100 99,03 0,97 

2.1 Meningkatkan kontribusi 
sektor pariwisata terhadap 
PDRB dan PAD 

Kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PDRB 

 98,85  

  Kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PAD 

280 98,75 181,25 

2.1.1 Berkembangnya sektor 
wisata unggulan 

Prosentase 
peningkatan jumlah 
kunjungan 
wisatawan 

130 99,01 30,99 

 Ket : Tingkat efisiensi : % Capaian Kinerja dikurangi % Penyerapan Anggaran 
 
 

(6) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian 

Target Kinerja 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TAHUN 2024 PROGRAM, 
KEGIATAN,  DAN SUB 

KEGIATAN 
TARGET REALISASI 

1.1 Terwujudnya kinerja 
aparatur Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata yang 
profesional dan 
kompeten 

Tingkat 
pencapaian 
kinerja 
aparatur dan 
kualitas 
pelayanan 
pada 
Disbudpar 

Prosen 100 100  

1.1.01 Meningkatnya 
kinerja aparatur dan 
kualitas pelayanan 
Disbudpar 

Peningkatan 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
publik di 
Disbudpar 

Prosen 82,73 83,94 PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran,dan 
Evaluasi Kinerja 
PerangkatDaerah 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik / 
Penerangan Bangunan 
Kantor 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
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NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TAHUN 2024 PROGRAM, 
KEGIATAN,  DAN SUB 

KEGIATAN 
TARGET REALISASI 

Perundang-undangan 

Penyediaan Bahan / 
Material 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasidan 
Konsultasi SKPD 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi,Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

1.2 Melestarikan budaya 
daerah 

Prosentase 
Penambahan 
budaya 
daerah yang 
dilestarikan 

Prosen 84,15 86 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

1.2.01 Meningkatnya 
Pelestarian budaya 

Jumlah 
kampung 
tematik 
budaya 

Kawasan 2 3 Pelestarian Kesenian 
tradisional yang 
Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah 
Kabupaten / Kota 

Pelindungan, 
Pengembangan,Pemanf
aatan Objek 
PemajuanTradisi Budaya 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KESENIAN 
TRADISIONAL 

Pembinaan Kesenian 
yang Masyarakat 
Pelakunya dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Pendidikan 
dan Pelatihan Sumber 
Daya Manusia Kesenian 
Tradisional 

Peningkatan Kapasitas 
Tata KelolaLembaga 
Kesenian Tradisional 

PROGRAM 
PELESTARIAN DAN 
PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

Penetapan Cagar 
BudayaPeringkat 
Kabupaten/Kota 

Penetapan Cagar 
Budaya 

Pengelolaan Cagar 
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NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TAHUN 2024 PROGRAM, 
KEGIATAN,  DAN SUB 

KEGIATAN 
TARGET REALISASI 

Budaya Peringkat 
Kabupaten/Kota 

Pelindungan Cagar 
Budaya 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERMUSEUMAN 

Pengelolaan Museum 
Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan 
Peningkatan Mutu dan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Permuseuman 

Peningkatan Pelayanan 
dan Akses Masyarakat 
Terhadap Museum 

Penyediaan dan 
Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Museum 

2.1 Meningkatkan 
kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PDRB dan PAD 

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap 
PDRB 

Prosen 3,39   

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap 
PAD 

Prosen 5,31 6,1601  

2.1.1 Berkembangnya 
sektor wisata 
unggulan 

Prosentase 
peningkatan 
jumlah 
kunjungan 
wisatawan 

Prosen 40 13 PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 
TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Pengelolaan Daya 
Tarik Wisata 
Kabupaten/Kota 

Penetapan Daya Tarik 
Wisata Unggulan 
Kabupaten / Kota 

Perencanaan dan 
Perancangan Daya Tarik 
Wisata Unggulan 
Kabupaten / Kota 

Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten / 
Kota 

Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 
Kabupaten / Kota 

Monitoring dan Evaluasi 
Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten / 
Kota 

Penetapan Tanda 
Daftar Usaha 
Pariwisata Daerah 
Kabupaten / Kota 

Pembinaan dan 
Pengawasan untuk 
memastikan Kepatuhan 
Pelaku Usaha 
Melaksanakan Standar 
Usaha Risiko Menengah 
Rendah dikabupaten / 
kota 

PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

Pemasaran Pariwisata 
Dalamdan Luar Negeri 
Daya Tarik, Destinasi 
dan Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten / 
Kota 

Fasilitasi Kegiatan 
Pemasaran Pariwisata 
Baik Dalam dan Luar 
Negeri Pariwisata 
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NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TAHUN 2024 PROGRAM, 
KEGIATAN,  DAN SUB 

KEGIATAN 
TARGET REALISASI 

Kabupaten / Kota 

Penguatan Promosi 
Melalui Media Cetak, 
Elektronik, dan Media 
Lainnya Baik Dalam dan 
Luar Negeri 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
EKONOMI KREATIF 
MELALUI 
PEMANFAATAN DAN 
PERLINDUNGAN HAK 
KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

Penyediaan Prasarana 
(Zona kreatif / Ruang 
Kreatif / Kota Kreatif) 
Sebagai Ruang 
Berekspresi, 
Berpromosi dan 
Berinteraksi Bagi Insan 
Kreatif di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengembangan dan 
Revitalisasi Prasarana 
Kota Kreatif 

Pengembangan 
Ekosistem Ekonomi 
Kreatif 

Fasilitasi penguatan 
Kekayaan Intelektual 

Monitoring dan Evaluasi 
Pengembangan 
Ekosistem Ekonomi 
Kreatif 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

Pelaksanaan 
Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

Pengembangan 
Kapasitas SDM 
Pariwisata Berbasis 
SKKNI 

Pemberdayaan dan 
Pembinaan Masyarakat 
untuk Pengembangan 
Pariwisata 
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(7) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan/ Fungsi Pengawasan/ Fungsi Pendukung 

Urusan Pemerintahan 

Tabel. Pelaksanaan Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Tahun Anggaran 2024 

 

NO. 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET REALISASI 

PERMASALAHAN 
UPAYA 

MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 
REKOMENDAS DPRDI 

KINERJA ANGGARAN KINERJA % ANGGARAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1  Dinas 
Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

         (1) Rekomendasi 

… 

Tindak Lanjut 

… 

Tujuan/Masalah 
yang 
Diselesaikan 

… 

 

(2) Rekomendasi 

          Dst… 

    Perencanaan, 
Penganggaran,dan 
Evaluasi Kinerja 
PerangkatDaerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan,koordinasi dan 
penyusunan laporancapaian 
kinerja SKPD 

1 
Dokumen 

178.243.000 1 
Dokumen 

   

    Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

4 
Dokumen 

123.324.000 4 
Dokumen 

100 123.324.000 99,60 

    Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan  Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  

5 
Laporan 

4.920.000 5 
Laporan 

100 4.875.000 99,09 

    Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1 
Laporan 

49.999.000 1 
Laporan 

100 49.780.780 99,56    

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

          

    Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

43 
Org/Bln 

4.684.926.500 25 
Org/Bln 

58,14 4.414.106.141 94,22    

    Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 

1 5.287.700 1 100 5.287.700 100    
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NO. 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET REALISASI 

PERMASALAHAN 
UPAYA 

MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 
REKOMENDAS DPRDI 

KINERJA ANGGARAN KINERJA % ANGGARAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tahun SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Laporan Laporan 

    Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

1 
Laporan 

2.549.900 1 
Laporan 

100 2.549.900 100    

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

          

    Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik / Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

14 Paket 10.983.000 14 Paket 100 10.983.000 100    

    Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

18 Paket 139.483.900 18 Paket 100 139.483.900 100    

    Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

23 Paket 30.876.600 23 Paket 100 30.876.600 100    

    Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

12 
Dokumen 

22.020.000 12 
Dkumen 

100 22.020.000 100    

    Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan 

64 Paket 71.873.300 64 Paket 100 71.873.300 100    

    Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

11 
Laporan 

23.500.000 11 
Laporan 

100 23.475.000 99,89    

    Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasidan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

91 
Laporan 

195.094.600 91 
Laporan 

100 195.094.600 99,86    

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
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NO. 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET REALISASI 

PERMASALAHAN 
UPAYA 

MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 
REKOMENDAS DPRDI 

KINERJA ANGGARAN KINERJA % ANGGARAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Pemerintahan Daerah 

    Penyediaan Jasa 
Komunikasi,Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

3 
Laporan 

189.999.700 3 
Laporan 

100 131.137.933 69,02 Biaya penggunaan 
Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik sesuai 
dengan 
penggunaan 
dikantor 

Menyesuaikan 
anggaran pada 
perencanaan pada 
tahun berikutnya 

 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

          

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

30 Unit 104.851.400 3 Unit 10 104.385.990 99,56 Sudah tidak ada 
kendaraan Dinas 
Jabatan sesuai 
dengan Peraturan 
Bupati Cirebon 

Telah dikembalikan 
pada BKAD sebagai 
aset pemerintah 
daerah dan 
menyesuaikan 
anggaran pada 
perencanaan tahun 
berikutnya 

 

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinanny 

30 Unit 5.145.000 3 Unit 10 3.406.100 66,20 Sudah tidak ada 
kendaraan Dinas 
Jabatan sesuai 
dengan Peraturan 
Bupati Cirebon 

Telah dikembalikan 
pada BKAD sebagai 
aset pemerintah 
daerah dan 
menyesuaikan 
anggaran pada 
perencanaan tahun 
berikutnya 

 

    Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

82 Unit 34.400.000 58 Unit 70,73 34.400.000 100 Beberapa peralatan 
dan mesin 
mengalami 
kerusakan yang 
cukup parah 
sehingga 
membutuhkan 
biaya yang lebih 

Menginfentarisir 
kembali peralatan 
yang masih layak 
dan sudah tidak 
layak digunakan 
agar mengurangi 
biaya pemeliharaan 

 

    Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitas 

1 Unit 372.145.500 1 Unit 100 365.067.046 98,10    
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NO. 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET REALISASI 

PERMASALAHAN 
UPAYA 

MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 
REKOMENDAS DPRDI 

KINERJA ANGGARAN KINERJA % ANGGARAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

    PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

          

    Pelestarian Kesenian 
tradisional yang 
Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah Kabupaten / 
Kota 

          

    Pelindungan, 
Pengembangan,Pemanfaatan 
Objek PemajuanTradisi 
Budaya 

Jumlah Objek Pemajuan Tradisi 
Budaya yang Dilakukan 
Pelindungan, Pengembangan 
dan Pemanfaatan 

7 Objek 1.512.900.600 7 100 1.494.701.147 98,80    

    PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KESENIAN TRADISIONAL 

          

    Pembinaan Kesenian yang 
Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

          

    Peningkatan Pendidikan dan 
Pelatihan Sumber Daya 
Manusia Kesenian 
Tradisional 

Jumlah Sumber Daya Manusia 
Kesenian Tradisional yang 
Mendapat Pendidikan dan 
Pelatihan 

2 Orang 264.011.900 2 Orang 100 264.011.900 98,86    

    Peningkatan Kapasitas Tata 
KelolaLembaga Kesenian 
Tradisional 

Jumlah Lembaga Kesenian 
Tradisional yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

5 
Lembaga 

1.703.174.800 5 
Lembaga 

100 1.686.795.012 99,04    

    PROGRAM PELESTARIAN 
DAN PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

          

    Penetapan Cagar 
BudayaPeringkat 
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NO. 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET REALISASI 

PERMASALAHAN 
UPAYA 

MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 
REKOMENDAS DPRDI 

KINERJA ANGGARAN KINERJA % ANGGARAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Kabupaten/Kota 

    Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya 
yang Ditetapkan 

12 Obejk 53.616.000 3 25 53.616.000 100 Penetapan 1 Cagar 
Budaya 
membutuhkan 
waktu kajian oleh 
tim ahli cukup lama, 
sedangkan jumlah 
tim ahli penetapan 
cagar budaya 
terbatas 

Menambah tim ahli 
cagar budaya dan 
menyesuaikan 
target serta 
anggaran pada 
tahun berikutnya 

 

    Pengelolaan Cagar Budaya 
Peringkat Kabupaten/Kota 

          

    Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya 
yang Dilindungi 

12 Objek 49.781.300 3 25 45.756.300 91,91 Perlindungan 1 
Cagar Budaya 
membutuhkan 
waktu kajian oleh 
tim ahli cukup lama, 
sedangkan jumlah 
tim ahli penetapan 
cagar budaya 
terbatas 

Menambah tim ahli 
cagar budaya dan 
menyesuaikan 
target serta 
anggaran pada 
tahun berikutnya 

 

    PROGRAM PENGELOLAAN 
PERMUSEUMAN 

          

    Pengelolaan Museum 
Kabupaten/Kota 

          

    Pembinaan dan Peningkatan 
Mutu dan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia Permuseuman 

Jumlah Sumber Daya Manusia 
Permuseuman yang 
Ditingkatkan Mutu dan 
Kapasitasnya 

25 Orang 22.114.600 25 Orang 100 22.114.300 100    

    Peningkatan Pelayanan dan 
Akses Masyarakat Terhadap 
Museum 

Jumlah Pelayanan dan Akses 
Masyarakat Terhadap Museum 

7 Unit 649.750.000 7 Unit 100 649.750.000 100    

    Penyediaan dan 
Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Museum 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Museum yang Tersedia dan 
Terpelihara 

1 Unit 50.250.000 1 Unit 100 50.250.000 100    
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NO. 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET REALISASI 

PERMASALAHAN 
UPAYA 

MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 
REKOMENDAS DPRDI 

KINERJA ANGGARAN KINERJA % ANGGARAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

    PROGRAM PENINGKATAN 
DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

          

    Pengelolaan Daya Tarik 
Wisata Kabupaten/Kota 

          

    Penetapan Daya Tarik Wisata 
Unggulan Kabupaten / Kota 

Jumlah Lokasi Daya Tarik 
Wisata Unggulan 
Kabupaten/Kota 

1 Lokas 126.258.900 1 Unit 100 126.138.900 99,90    

    Perencanaan dan 
Perancangan Daya Tarik 
Wisata Unggulan Kabupaten / 
Kota 

Jumlah Lokasi Daya Tarik 
Wisata Unggulan 
Kabupaten/Kota 

1 
Dokumen 

100.000.000 1 
Dokumen 

100 100.000.000 100    

    Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten / 
Kota 

          

    Pengembangan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten / Kota 

Jumlah Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota yang 
Dikembangkan Sesuai dengan 
Tahapan Pengembangan 
(Rintisan, Berkembang, 
Pemantapan 

2 Lokasi  92.245.000 2 Lokasi 100 92.245.000 100    

    Monitoring dan Evaluasi 
Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten / Kota 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

1 
Laporan 

175.426.000 1 
Laporan 

100 166.793.211 95,08    

    Penetapan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata Daerah 
Kabupaten / Kota 

          

    Pembinaan dan Pengawasan 
untuk memastikan Kepatuhan 
Pelaku Usaha Melaksanakan 
Standar Usaha Risiko 
Menengah Rendah 

Jumlah usaha yang dibina dan 
diawasi 

200 
Usaha 

98.999.900 200 
Usaha 

100 98.953.900 99,95    
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NO. 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET REALISASI 

PERMASALAHAN 
UPAYA 

MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 
REKOMENDAS DPRDI 

KINERJA ANGGARAN KINERJA % ANGGARAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

dikabupaten / kota 

    PROGRAM PEMASARAN 
PARIWISATA 

          

    Pemasaran Pariwisata 
Dalamdan Luar Negeri Daya 
Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Kabupaten / 
Kota 

          

    Fasilitasi Kegiatan 
Pemasaran Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar Negeri 
Pariwisata Kabupaten / Kota 

Jumlah Kegiatan Pemasaran 
Pariwisata Baik Dalam dan Luar 
Neger 

5 
Kegiatan 

1.065.602.100 5 
Kegiatan 

100 1.051.639.500 98,69    

    Penguatan Promosi Melalui 
Media Cetak, Elektronik, dan 
Media Lainnya Baik Dalam 
dan Luar Negeri 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penguatan Promosi Melalui 
Media Cetak, Elektronik, dan 
Media Lainnya Baik Dalam dan 
Luar Negeri 

2 
Promosi 

168.894.700 2 
Promosi 

100 168.894.700 100    

    PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
EKONOMI KREATIF 
MELALUI PEMANFAATAN 
DAN PERLINDUNGAN HAK 
KEKAYAAN INTELEKTUAL 

          

    Penyediaan Prasarana 
(Zona kreatif / Ruang 
Kreatif / Kota Kreatif) 
Sebagai Ruang 
Berekspresi, Berpromosi 
dan Berinteraksi Bagi Insan 
Kreatif di Daerah 
Kabupaten/Kota 

          

    Pengembangan dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 80.000.000 1 Unit 100 79.444.400 99,31    
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NO. 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

ORGANISASI 
PERANGKAT 

DAERAH 
PELAKSANA 

KEBIJAKAN 
URAIAN PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET REALISASI 

PERMASALAHAN 
UPAYA 

MENGATASI 
PERMASALAHAN 

TINDAK LANJUT 
REKOMENDAS DPRDI 

KINERJA ANGGARAN KINERJA % ANGGARAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Revitalisasi Prasarana Kota 
Kreatif 

Kota Kreatif yang tersedia 

    Pengembangan Ekosistem 
Ekonomi Kreatif 

          

    Fasilitasi penguatan 
Kekayaan Intelektual 

Jumlah kegiatan / orang yang 
mendapat fasilitasi penguatan 
kekayaan intelektua 

1 
Kegiatan 

57.971.000 1 
Kegiatan 

100 57.553.500 99,28    

    Monitoring dan Evaluasi 
Pengembangan Ekosistem 
Ekonomi Kreatif 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Pengembangan Ekosistem 
Ekonomi Kreati 

1 
Laporan 

46.996.400 1 
Laporan 

100 45.880.900 97,63    

    PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

          

    Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat 
Dasar 

          

    Pengembangan Kapasitas 
SDM Pariwisata Berbasis 
SKKNI 

Jumlah SDM Pariwisata yang 
Dikembangkan Kapasitasnya 
Berdasarkan pada SKKNI 

2 Orang 35.999.800 2 Orang 100 35.999.800 100    

    Pemberdayaan dan 
Pembinaan Masyarakat untuk 
Pengembangan Pariwisata 

Jumlah Masyarakat yang 
memperoleh Pemberdayaan dan 
Pembinaan Masyarakat untuk 
pengembangan Pariwisata 

5 Orang 717.559.900 5 Orang 100 710.348.040 98,99    

Jumlah          
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2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 
 

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/ Masalah 

yang Diselesaikan 

    

    

    

 
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 

Sebelumnya 

No 
Rekomendasi DPRD 

Tahun 2023 
Tindak Lanjut 

Tujuan/ Masalah 
yang Diselesaikan 

1 Dorong Diversifikasi 
Produk Wisata 
dengan 
mengembangkan 
paket wisata yang 
menarik dan 
berkelanjutan seperti 
ekowisata, wisata 
budaya, dan wisata 
petualangan. 
Libatkan Komunitas 
lokal dalam 
perecanaan dan 
pengembangan 
produk wisata 

Kegiatan Bimtek 
Pokdawris 
(Kelompok Sadar 
Wisata) 

Kegiatan pelatihan 
pokdarwis keh 
diharapkan dapat 
mengembangkan 
destinasi 
pariwisata yang 
berkualitas 
dengan 
mewujudkan 
prinsip Sapta 
Pesona, yang 
terdiri dari tujuh 
unsur yaitu Aman, 
Tertib, Bersih, 
Sejuk, Indah, 
Ramah Tamah dan 
Kenangan. Selain 
itu, Pokdarwis 
diharapkan dapat 
menerapkan 
pariwisata yang 
menerapkan 
prinsip CHSE 
(Cleanliness, 
Health, Safety, 
Environment 
Sustainability) 
atau Kebersihan, 
Kesehatan, 
Keamanan dan 
Kelestarian Alam. 
Intinya, apabila 
sebuah Pokdarwis 
dapat menerapkan 
prinsip-prinsip 
tersebut, 
diharapkan sektor 
pariwisata dapat 
meningkatkan 
pembangunan 
daerah dan 
memberikan 
manfaat bagi 
kesejahteraan 
masyarakat sekitar 

2 Berikan pelatihan dan 
pendidikan kepada 
pelaku pariwisata, 
termasuk pemandu 
wisata, pedagang 
lokal dan operator 

Untuk Kegiatan 

Destinasi 

Pariwisata Di 

Tahun 2023 

Bidang Pariwisata 

Serta 
pembinaan 
sosialisasi 
bertujuan agar 
Penerapan 
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No 
Rekomendasi DPRD 

Tahun 2023 
Tindak Lanjut 

Tujuan/ Masalah 
yang Diselesaikan 

pariwisata, untuk 
meningkatkan 
kualitas layanan dan 
pengalaman 
wisatawan. 

Menyelenggarakan 

Kegiatan : 

Pembinan 
Sosialisasi Standar 
Usaha Pariwisata 

Standar Usaha 
Pariwisata 
sangat penting 
untuk 
meningkatkan 
kualitas 
destinasi wisata 
di Indonesia. 
Dengan 
memastikan 
keamanan, 
kualitas 
pelayanan, dan 
keberlanjutan 
lingkungan, 
standar ini 
membantu 
menjaga industri 
pariwisata tetap 
kompetitif dan 
memberikan 
pengalaman 
yang terbaik 
bagi wisatawan 

3 Bentuk program 
konservasi yang 
melibatkan 
paritisipasi aktif 
masyarakat lokal dan 
lembaga terkait, 
berfokus pada 
pelestarian dan 
pemeliharaan warisan 
budaya dan alam 
lokal. 

Penetapan Cagar 
Budaya 

Pada Tahun 2024 
dari beberapa 
Objek yang diduga 
cagar budaya telah 
ditetapkan menjadi 
Cagar Budaya 
melalui Surat 
Keputusan Bupati 
Cirebon. 
Penetapan Cagar 
Budaya 
melibatkan Tim 
Ahli yang 
didalamnya 
beranggotakan 
para akademisi 
dan budayawan. 

 

III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD          

Kabupaten Cirebon, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata               

Kabupaten Cirebon juga memperoleh Anggaran Tugas Pembantuan yang 

diterima dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon memperoleh Anggaran 

Tugas Pembantuan dengan total anggaran sejumlah                               

Rp. 1.400.000.000,00 dan realisasi sejumlah    Rp. 1.399.125.500,00. 

Tugas Pembantuan tersebut dari Pemerintah Pusat dengan anggaran 
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sejumlah Rp.1.400.000.000,00 dan realisasi Rp. 1.399.125.500,00 

(99,93%). 
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3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Diterima dan Dilaksanakan  
Tabel. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon 

 Tahun Anggaran 2024 
 

NO K/LPNK 
DASAR PELAKSANAAN 

PENUGASAN (TP) 

PROGRAM, 
KEGIATAN, 

OUTPUT DAN 
RINCIAN 

KEGIATAN 

LOKASI 
OPD PELAKSANA 

TP 
ALOKASI 

ANGGARAN (RP) 
REALISASI 

ANGGARAN (RP) 
% 

REALISASI 
CAPAIAN 

KEGIATAN 
(%) KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Kementerian 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 

1. Keputusan Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif nomor : 
SK/37/K.U.02.04/MK/D,3
/2022 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan 
Tugas Pembantuan 
Pengembangan 
Infrastruktur Ekonomi 
Kreatif. 

2. Keputusan Bupati 
Cirebon nomor 
500.13/Kep.904-
Disbudpar/2023 tentang 
Penetapan Pejabat 
Kuasa Pengguna 
Anggaran Sistem 
Aplikasi Keuangan 
Tingkat Instansi (SAKTI) 
pada Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 
Kabupaten Cirebon 

Program 
Kepariwisataan dan 
Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Ekonomi Kreatif 

Output Fasilitasi 
Pengembangan 
Infrastruktur Ruang 
Kreasi (1 Unit) 

Rincian Kegiatan 
Pembangunan 
Gedung Ruang 
Kreasi/Kreatif 

Desa Weru 
lor 
Kecamatan 
Weru 
Kabupaten 
Cirebon 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 
Kabupaten Cirebon 

1.400.000.000 1.399.125.500 99,93 1 Unit 100  

 JUMLAH TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PUSAT 
1.400.000.000 1.399.125.500 99,93 1 Unit 100 
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3.2  Tugas Pembantuan Provinsi yang Diterima dan Dilaksanakan 

Tabel. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Dinas/Badan X Tahun Anggaran 2024 

NO BIDANG URUSAN 
DASAR PELAKSANAAN 

PENUGASAN (TP) 

PROGRAM, 
KEGIATAN, 

OUTPUT DAN 
RINCIAN 

KEGIATAN 

LOKASI OPD PELAKSANA TP 
ALOKASI 

ANGGARAN (RP) 
REALISASI 

ANGGARAN (RP) 
% 

REALISASI 
CAPAIAN 

KEGIATAN 
(%) KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Bidang Pendidikan Peraturan Gubernur No…. 
Tahun… Ttg…. 

Program XXX 

Kegiatan XXX 

Output XXX 

Rincian Kegiatan 
XXX 

        

 Dst.           

            

 JUMLAH TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI       
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3.3 Permasalahan dan Kendala 

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Cirebon menghadapi beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Urusan Kewilayahan 

Hambatan/Permasalahan: 

a. Tanah yang akan dibangun Gedung Kreatif masih ada aset yang 

ditinggal dari Kantor Sebelumnya sehingga perlu adanya 

komunikasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Cirebon untuk melakukan penghapusan. 

3.4 Saran dan Tindak Lanjut 

Saran dan tindak lanjut dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang 

diterima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebagai 

berikut : 

1. Urusan Kewilayahan 

Saran dan Tindak Lanjut: 

a. Melakukan komunikasi dengan Dinas terkait untuk melaksanakan 

penghapusan sehingga proses pelaksanaan pembangunan 

gedung kreatif melalui Tugas Pembantuan dapat berjalan dengan 

lancar. 

 

 

IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

4.1 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Dinas/Badan pada urusan X 

ialah sebagai berikut: 
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Tabel. Target dan Indikator Pencapaian SPM  Urusan X Kabupaten Cirebon Tahun 2024 

 

No. 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator Kinerja Pencapaian 

Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar 

Indikator Target 
Batas 
Waktu 

Capaian 
Indikator Jumlah Satuan Target 

Batas 
Waktu 

Capaian 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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4.2 Realisasi 

Realisasi hasil pencapaian SPM Urusan X pada Dinas/Badan X Tahun 2024. 

 

Pencapaian Target SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 
 

No. 
Jenis Pelayanan Dasar 

 (SPM Kab/Kota) 
Satuan 

Penerima Layanan Dasar Penyediaan Mutu Layanan Dasar 

Capaian SPM 
(%) 

Kategori 
Target Realisasi Capaian 

(%) 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
T
u
n
t
a
s
 
U
t
a
m
a 

10 11 
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4.3 Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran yang disiapkan guna mendukung penerapan 

Standar Pelayanan Minimal terkait urusan X yang diampu oleh Dinas 

X Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 yaitu : 

Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan X 
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 

No 
Sumber Dana / 

OPD 

Anggaran (Rp) 

Total 
Belanja Operasi Belanja Modal 

1 APBD Kabupaten 
Cirebon Dinas X 

      

Target    

Realisasi    

%    

2 
APBD Provinsi    

Target    

Realisasi    

%    

3 
APBN    

Target    

Realisasi    

%    

 
Jumlah Total 
(1+2+3) 

   

 Target    

 Realisasi    

 %    
 
 

4.4 Dukungan Personil  

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan X tentu saja 

membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Berikut 

merupakan rincian dukungan personil untuk mencapai standar 

pelayanan minimal urusan X. 

Tabel. Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan X 
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 

No 
Nama Perangkat 

Daerah 
Urusan 

Pemerintahan 

Rincian ASN 

Total 

Struktural Fungsional Pelaksana 

1 Dinas/Badan X      
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4.5 Permasalahan dan Solusi 

Kendala, permasalahan : 

1. …. 

2. …. 

 

Solusi : 

1. …. 

2. …. 
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4.6 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang Terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM  Kabupaten Cirebon Tahun 2024 

NO 
URUSAN /JENIS PELAYANAN 

DASAR 
NO 

PROGRAM 
PENUNJANG 
PENCAPAIAN 

SPM 

NO 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENUNJANG PENCAPAIAN SPM 

 
ALOKASI 

 
REALISASI 

 
% 

A. URUSAN PENDIDIKAN    

1 Pendidikan Dasar Usia Dini 1.1 Program X      

    1 Kegiatan X    

    1.1 Sub Kegiatan X    

2 Pendidikan Dasar 1.1 Program X      

    1 Kegiatan X    

  
  
 

    1.1 Sub Kegiatan X    

         

3 Pendidikan Kesetaraan 1.1 Program X      

    

1 Kegiatan X 
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NO 
URUSAN /JENIS PELAYANAN 

DASAR 
NO 

PROGRAM 
PENUNJANG 
PENCAPAIAN 

SPM 

NO 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENUNJANG PENCAPAIAN SPM 

 
ALOKASI 

 
REALISASI 

 
% 

B. URUSAN KESEHATAN    

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.1 Program X 1 Kegiatan X    

      1.1 Sub Kegiatan X    

2 
Pelayanan Kesehatan Ibu 
Bersalin 

       

3 
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

       

4 Pelayanan kesehatan balita        

5 
Pelayanan kesehatan pada usia 
pendidikan dasar 

 
 

     

6 
Pelayanan kesehatan pada usia 
produktif 

 
 

     

7 
Pelayanan kesehatan pada usia 
lanjut 

 
 

     

8 
Pelayanan kesehatan penderita 
hipertensi 

 
 

     

9 
Pelayanan kesehatan penderita 
diabetes melitus  

 
 

     

10 
Pelayanan kesehatan orang 
dengan gangguan jiwa berat  
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NO 
URUSAN /JENIS PELAYANAN 

DASAR 
NO 

PROGRAM 
PENUNJANG 
PENCAPAIAN 

SPM 

NO 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENUNJANG PENCAPAIAN SPM 

 
ALOKASI 

 
REALISASI 

 
% 

11 
Pelayanan kesehatan orang 
terduga tuberculosis  

 
 

     

12 

Pelayanan kesehatan orang 
dengan risiko terinfeksi virus 
yang melemahkan daya tahan 
tubuh manusia (Human 
Immunodeficiency Virus) 
 

 

 

     

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM     

1 
Penyediaan Kebutuhan pokok air 
minum sehari-hari 

1.1 Program X       

    1 Kegiatan X    

        1.1 Sub Kegiatan X    

2 
Penyediaan Pelayanan 
Pengolahan air limbah Domestik  

 1.2 Program X      

    1 Kegiatan X    

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT     

1 
Penyediaan & rehabiitasi rumah 
yg layak huni bagi korban 
bencana Kab/kota 

1 Program X  
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NO 
URUSAN /JENIS PELAYANAN 

DASAR 
NO 

PROGRAM 
PENUNJANG 
PENCAPAIAN 

SPM 

NO 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENUNJANG PENCAPAIAN SPM 

 
ALOKASI 

 
REALISASI 

 
% 

2 

Fasilitasi penyediaan rumah 
yang layak huni bagi masyarakat 
yang terkena relokasi program 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota 

  1 

Kegiatan X 

   

    1.1 Sub Kegiatan X    

E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT    

1 
Pelayanan ketentraman dan 
ketertiban Umum 

1.1 Program X          
 

   

    1 Kegiatan X     

    1.1 Sub Kegiatan X    

2 
Pelayanan informasi rawan 
bencana 

1.2 Program X       

    1 Kegiatan X    

    1.1 Sub Kegiatan X    

3 
Pelayanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana 

1.3 Program X       

    1 Kegiatan X    

    1.1 Sub Kegiatan X    
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NO 
URUSAN /JENIS PELAYANAN 

DASAR 
NO 

PROGRAM 
PENUNJANG 
PENCAPAIAN 

SPM 

NO 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENUNJANG PENCAPAIAN SPM 

 
ALOKASI 

 
REALISASI 

 
% 

4 
Pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana 

1.4 Program X       

    1 Kegiatan X    

    1.1 Sub Kegiatan X     

5 
Pelayanan Penyelamatan dan 
evakuasi korban kebakaran 

1.5 Program X      

 
   

1 Kegiatan X     

 
   

1.1 Sub Kegiatan X    

F. URUSAN SOSIAL    

1 
Rehabilitasi sosial dasar 
penyandang disabilitas telantar 
di luar panti 

1.1 Program X      

2 
Rehabilitasi sosial dasar anak 
telantar di luar panti 

  1 Kegiatan X    

3 
Rehabilitasi sosial dasar lanjut 
usia terlantar diluar panti 

  1.1  Sub Kegiatan X    

4 
Rehabilitasi sosial dasar tuna 
sosial khususnya gelandangan 
dan pengemis di luar panti 

  1.2  Sub Kegiatan X    
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NO 
URUSAN /JENIS PELAYANAN 

DASAR 
NO 

PROGRAM 
PENUNJANG 
PENCAPAIAN 

SPM 

NO 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENUNJANG PENCAPAIAN SPM 

 
ALOKASI 

 
REALISASI 

 
% 

5 

Perlindungan dan jaminan sosial 
pada saat tanggap & paska 
bencana bagi korban bencana 
kab/kota 

1.4 Program X      

    1 Kegiatan X    

    1.1 Sub Kegiatan X    
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V. PRESTASI-PRESTASI 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 
mendapatkan penghargaan berupa Warisan Budaya tak Benda (WBtB) 
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disampaikan kepada Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon melalui Bidang 
Kebudayaan. Penghargaan yang diperolah pada tahun 2024, yaitu : 

1. Empal Gentong 
2. Nadran 

  

 
VI. PENUTUP 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, untuk 
disampaikan sebagai bahan penyusunan pelaporan ditingkat selanjutnya. 

 

VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


